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RINGKASAN

Desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan di Indonesia, selama
puluhan tahun wilayah ini cenderung kurang diperhatikan dalam hal alokasi
anggaran untuk pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Akibatnya
ketimpangan antar kota — desa makin melebar, selain itu dinamika kemajuan
ekonomi perkotaan terus meningkat diwaktu yang bersamaan kondisi perdesaan
cenderung makin terbelakang. Sehubungan hal tersebut UU No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa lahir dalam rangka mempercepat pembangunan perdesaan.
Selanjutnya studi ini dilakukan dengan tujuan ingin melihat sejauh mana pengaruh
transfer Dana Desa (DD) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia
selama periode dilakukannya transfer Dana Desa. Metode yang digunakan adalah
analisis ekonometrika dengan persamaan data panel melalui pendekatan fix effect
model, untuk 33 provinsi pada periode tahun 2015 — 2016. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa transfer Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap ketimpangan di Indonesia, dengan demikian dapat disimpulkan bilamana
Pemerintah Indonesia meningkatkan transfer Dana Desa maka akan mendorong
penurunan ketimpangan distribusi pendapatan.

Key Word: Dana Desa dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan



PRAKATA

Desa merupakan wilayah terdepan dalam pengelolaan pembangunan,
kemajuan suatu negara dicerminkan sejaunh mana kemajuan desa-desa di suatu
wilayah. Tetapi pada kenyataannya pembangunan perdesaan selama ini kurang
mendapatkan perhatian dibandingkan wilayah perkotaan, sebab pada
kenyataannya kemajuan perkotaan sebagian besar digerakkan ekonominya oleh
swasta. Wilayah perkotaan sumber kegiatan ekonominya beragam, sementara
wilayah perdesaan kegiatan ekonomi masyarakat lebih mengandalkan sektor
pertanian. Maka untuk membangun masyarakat peredsaan memerlukan perhatian
dan kebijakan afirmatif yang kuat dari pemerintah.

Alokasi anggaran selama ini untuk kegiatan ekonomi perdesaan masih
terbatas, pada saat yang bersamaan saran dan prasaran penunjang Kkegiatan
ekonomi terbatas dibandingkan wilayah perkotaan, hal ini mendorong
meningkatnya urbanisasi sekaligus menciptakan disparitas yang makin tinggi
antara wilayah perkotaan dan perdesaan, selain itu pendapatan masyarakat
perkotaan makin meningkat sehingga ketimpangan distribusi pendapatan juga
makin melebar. Melihat kenyataan seperti perhatian terhadap pembangunan
perdesaan sangat diperlukan dalam rangka untuk mengurangi ketimpangan dan
menurunkan angka kemiskinan.

Salah satu model kebijakan yang dianggap mengatasi kedua persoalan
tersebut yakni perlunya memperkuat desentralisasi anggaran, dengan memberikan
anggaran khusus pembangunan perdesaan lewat kebijakan transfer dana desa.
Alokasi dana desa merupakan perintah UU No. 6 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Desa yang mulai berlaku efektif 2015. Dana desa setiap tahun terus
meningkat yang dialokasikan dari APBN, dengan demikian pelaksanaan Alokasi
Dana Desa telah memasuki tahun ketiga. Atas dasar itu pelaksanaan Alokasi Dana
Desa perlu dilihat efeknya sejauh mana anggaran ini dapat mengatasi masalah
ketimpangan dan kemiskinan perdesaan.

Sebagai akademisi yang memperdalam peminatan masalah kajian

keuangan public yang didalamnya masuk rezim keuangan desa memiliki



tanggungjawab moral secara akademis melakukan kajian dan evaluasi
pelaksanaan Alokasi Dana Desa setidaknya dalam dua tahun sejak pelaksanaanya,
dengan melakukan penelitian “Kebijakan Fiskal (Transfer Dana Desa),
Ketimpangan dan Kemiskinan Perdesaan di Indonesia”. Skema penelitian
yang kami lakukan adalah Hibah Kompetensi selama dua tahun, dan penelitian
tahun pertama memfokuskan pada aspek ketimpangan, dalam hal ini ingin melihat
sejauh mana pengaruh Transfer Dana Desa terhadap Ketimpangan di Indonesia.
Untuk penelitian tahun pertama telah kami lakukan, meskipun sebelum
seluruhnya lengkap sebab laporan baru berupa laporan kemajuan.

Selesainya laporan ini tentu saja merupakan kerja keras dari tim peneliti,
selain itu keterlibatan dan bantuan pihak lain turut memiliki andil dalam
pelaksanaan penelitian, terutama pihak LPPM UNG, Badan Pusat Statistik,
Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal dan Kementerian Keuangan. Oleh sebab
itu kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas terlaksananya
kegiatan penelitian ini, puncak terima kasih kami kepada Allah SWT atas

limpahan rahmat dan hidayahNya karena kegiatan penelitian ini dapat berlancar.

Gorontalo, September 2018

Tim Peneliti



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN
RINGKASAN
PRAKATA
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB 1 PENDAHULUAN
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Teori Desentralisasi
2.2. Teori Transfer Antar Tingkat Pemerintah
2.3. Transfer Antar Tingkat Pemerintah di Indonesia
2.4. Teori Transfer dan Alokasi Dana Desa
2.5. Teori Ketimpangan
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
3.1. Tujuan Penelitian
3.2. Spesifikasi Model
3.3. Metode Pengolahan dan Analisis Data
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI
5.1. Hasil dan Pembahasan
5.2. Luara yang Dicapai
BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN
7.1. Kesimpulan
7.2. Saran
DAFTAR PUSTAKA

Hal

Vi
vii

viii

13
21
26
28
31
31
32
33
34
34
38
39
40
40
40
42

Vi



DAFTAR TABEL

Tabel 1
Tabel 2
Tabel 3

Tabel 4

Hasil Uji Hausman (Hausman Test)
Statistik Deskriptif

Ringkasan Hasil Estimasi Persamaan Ketimpangan Distribusi
Pendapatan

Luaran yang Dicapai Dalam Penelitian

34
35

38

vii



Gambar
Gambar 1.1

Gambar 1.2.

Gambar 2.1
Gambar 2.2
Gambar 2.3
Gambar 2.4
Gambar 2.5

DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar
Peranan Kawasan Dalam Pembentukan PDB, 2016

Perkembangan Gini Ratio Indonesia Tahun 2010 -
2016

Effek Transfer Tak Bersyarat (Block Grant)

Effek Transfer Nonmatching Bersyarat

Effect of Open-Ended Matching Grant

Effect of Closed-Ended Matching Grant

Pengaruh DAU terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hal

16
18
19
20
24

viii



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Acrtikel Pertama Dengan Status Submit 48
Lampiran 2 Artikel Kedua Dengan Status Submit (verifikasi) 50



BAB 1
PENDAHULUAN

Tantangan terberat yang hadapi oleh bangsa Indonesia saat ini dalam
pembangunan ekonomi, yakni ketimpangan. Jika dilakukan pembagian masalah
ketimpangan, maka ada dua hal pokok yang dilihat diantaranya ketimpangan antar
kawasan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Sekalipun demikian, bahwa
ketimpangan sesungguhnya masalah universal yang pernah dihadapi oleh semua
negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Berbagai studi empiris dan
literatur ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa pada awalnya proses
pembangunan kecenderungan terjadi ketimpangan, namun lama kelamaan kondisi
ketimpangan menurun.

Oleh sebab itu ketimpangan merupakan masalah klasik ekonomi, tetapi
membutuhkan keseriusan untuk mengatasinya, sebab jika dibiarkan begitu saja
maka akan menimbulkan dampak sosial. Ketimpangan antar kawasan dan
distribusi pendapatan seringkali menjadi pemicu pertentangan antar kelompok
masyarakat, serta dapat menjadi pemicu disintegrasi bangsa. Melihat fenomena
tersebut World Bank membuat program Sustainable Development Goals (SDGS)
atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2015 yang berfokus pada 10
Butir. Butir kesepuluh dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable
Development Goals (SDGs) adalah mengurangi ketimpangan.

Di Indonesia sendiri diyakini bahwa faktor utama pendorong tingginya
ketimpangan antar kawasan dan distribusi pendapatan karena selama puluhan
tahun arah kebijakan pembangunan ekonomi terlalu menekankan efisiensi
sehingga kegiatan ekonomi makin terkonsentrasi didua kawasan (pulau) Sumatera
dan Jawa, dan bilamana diakumulasi peran kedua pulau tersebut terhadap
pembentukan ekonomi nasional menyumbang sekitar 80 persen, sementara di
Kawasan Timur Indonesia (KTI) hanya sekitar 20 persen saja. Akibatnya
pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu saja yang efisien secara
ekonomi, jika dipetakan perkawasan dimana pembentukan ekonomi secara

nasional sangat didominasi oleh dua kawasan, yakni Pulau Sumatera dan Jawa



kedua kawasan (pulau) tersebut berada di belahan barat Indonesia, sementara
Kawasan Timur Indonesia kontribusinya sangat sedikit sebagaimana terlihat pada

gambar 1 di bawabh ini.

Grafik 1.1.: Peranan Kawasan Dalam Pembentukan PDB, 2016
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016. (Diolah).

Berdasarkan data di atas menggambarkan dimana Pulau Jawa
kontribusinya terhadap pembentukan ekonomi nasional sebesar 58, persen,
Sumatera menyumbang sebesar 22,02 persen, sedangkan di KTI termasuk
didalamnya adalah Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua
masing-masing menyumbang di bawah 10 persen.

Sementara tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia dalam
lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, namun beberapa provinsi
masih tinggi. Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini
Rati, nilai Gini Ratio antara 0 — 1. Secara nasional Gini ratio Indonesia tahun 2010
tercatat sebesa 0,378 dan meningkat menjadi 0,410 pada tahun 2011, namun
mengalami penurunan pada September 2011 sebesar 0,388. Pada periode Maret
2012 hingga September 2014 Gini ratio mengalami fluktuasi dan mencapai angka
tertinggi pada September 2014 sebesar 0,414. Pada Maret 2015 Gini ratio mulai
turun menjadi 0,408 dan terus menurun hingga mencapai 0,394 pada September

2016, secara rinci dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 1.2: Perkembangan Gini Ratio Indonesia Tahun 2010 - 2016
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016. (Diolah).

Berbagai terobosan yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk
mendorong penurunan ketimpangan kawasan nampaknya belum membuahkan
hasil. Salah satu model kebijakan yang diyakini dapat mengurangi ketimpangan
adalah kebijakan desentralisasi fiskal. Selama 16 tahun lebih kebijakan ini
berjalan, kondisinya tidak jauh berbeda pada masa Orde Baru, ketimpangan tetap
tinggi. Masih tingginya ketimpangan antar kawasan, dan dominannya kawasan
Pulau Jawa memberikan peranan terhadap perekonomian nasional salah satu
penyebabnya karena pangsa sektor primer (pertanian) masih dominan
berkontribusi terhadap PDRB di luar Pulau Jawa, khususnya di KTI.

Pada saat yang bersamaan pertumbuhan sektor pertanian yang lambat,
sementara sektor tersebut paling banyak menyerap tenaga kerja, kondisi ini
mengakibatkan ketimpangan desa-kota makin melebar, apalagi wilayah perkotaan
sumber kehidupan lebih variatif, sehingga makin memperkuat “backwash effect”
ekonomi perkotaan terhadap ekonomi perdesaan. Hanya saja tarikan ekonomi
perkotaan menyebabkan masyarakat perkotaan makin kompetitif sementara
sebagian para urbanis memiliki keterampilan yang terbatas yang dipersyaratkan
bekerja di sektor formal. Bagi masyarakat perkotaan yang memiliki sumber daya
dapat mengoptimalkan produktifitas dan kegiatan ekonominya sehingga
pendapatannya makin tinggi. Lain halnya para urbanis dan sebagian masyarakat
perkotaan input produksinya terbatas mengakibatkan penghasilannya rendah, pada
akhirnya makin melahirkan ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk



desa dan kota. Hal ini terbangun karena sumber kehidupan perkotaan makin
beragam, pada saat yang sama sumber kehidupan perdesaan terbatas disektor
pertanian yang minim nilai tambah. Padahal jumlah desa di Indonesia jauh lebih
banya ketimbang wilayah perkotaan (kelurahan), saat ini jumlah desa sebanyak
74,093 dan 8,300 kelurahan tersebar di 34 provinsi. Konsekuensi logisnya
pembangunan yang bertumpu pada perkotaan, lahan makin terbatas yang
berdampak terhadap makin mahalnya biaya konstruksi di perkotaan.

Menyadari kondisi pendesaan yang tertinggal, serta model kebijakan
selama ini yang kurang memberikan perhatian terhadap pembangunan desa, maka
pemerintah melahirkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menurut UU ini
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dengan lahirnya UU tersebut maka memiliki
konsekuensi munculnya transfer Dana Desa. Dengan demikian jenis transfer ke
daerah bertambah selain Dana Otonomi Khusus yang diperuntukkan ke Provinsi
Aceh, Papua dan Papua Barat. Jika dilihat dari kriteria dan jenis transfer maka
transfer Dana Desa (DD) termasuk dalam jenis transfer dengan tujuan umum
karena sifatnya unconditional. Program dana desa merupakan kebijakan fiskal
yang pengelolaannya bersifat otonom, dimana aparat desa selaku pengelola dana
desa diberikan kewenangan dalam hal pemanfaatan (anggaran belanja).

Stimulasi alokasi anggaran ini (transfer dana desa) diasumsikan akan
mendorong kegiatan ekonomi perdesaan sekaligus dapat menciptakan dampak
ekonomi, sehingga memiliki implikasi yang Kkuat terhadap penurunan
ketimpangan antar desa-kota. Ini sejalan dengan argumentasi yang dikemukakan
oleh Crudu (2015), bahwa kebijakan fiskal seperti transfer Dana Desa salah satu
alat yang paling penting bagi pemerintah untuk mempengaruhi distribusi
pendapatan, serta berbagai literatur menyebutkan dimana transfer fiskal dapat
mendorong perbaikan distribusi pendapatan (Checerita, Nickel dan Rother,
2009b). Sekalipun penelitian yang dilakukan oleh Huang dan Chen (2012) di



China berbeda hasilnya justru dana transfer tidak signifikan memperbaiki
ketimpangan, ini tidak lain karena model transfer yang diberlakukan tidak
berbasis kebutuhan dan aturan yang ada.

Sekaitan dengan hal tersebut transfer Dana Desa memberikan konsekuensi
logis dimana pemerintah desa dituntut untuk menyusun perencanaan dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai formula untuk
mendesain perencanaan secara terstruktur, sebab selama ini pemerintahan desa
tidak memiliki perencanaan yang baik, tidak ada penganggaran yang terpola.
Akibatnya program yang disusun belum tentu memiliki dampak terhadap Kinerja
perekonomian desa, termasuk perbaikan ketimpangan. Tidak sedikit pemerintah
desa untuk menyusun perencanaan dan anggaran menemui banyak kendala,
khususnya dalam penyusunan program prioritas, apalagi dalam pemanfaatan dana
desa harus digunakan seefisien dan seefektif mungkin sesuai dengan tujuan
pembangunan desa. Dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal (PERMENDES PDT) No. 5 Tahun 2015 menegaskan bahwa prioritas
penggunaan dana desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakat
desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,
pengembangan potensi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan
ingin melihat sejauh mana efektifitas transfer dana desa terhadap ketimpangan
perdesaan diseluruh provinsi di Indonesia selama tahun 2015 — 2016, dan
menganalisis variabel apa saja yang memiliki determinasi paling kuat menurunkan

ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Desentralisasi

Menjelaskan masalah desentralisasi fiskal tidak dapat dipisahkan dengan
konsep desentralisasi secara umum yang di dalamnya menyangkut masalah
administratif dan politis. Oleh karena itu mendefinisikan desentralisasi fiskal
akan selalu berkaitan satu sama lain ketiga hal tersebut, dan merupakan prasyarat
untuk mencapai tujuan desentralisasi, yakni meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Desentralisasi politik merupakan tonggak terwujudnya demokratisasi
dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan
pembangunan. Sementara desentralisasi administrasi merupakan instrumen untuk
menjalankan pelayanan kepada masyarakat, dan desentralisasi fiskal memiliki
fungsi untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi politik dan administrasi
melalui pelimpahan kewenangan di bidang fiskal (Mardiasmo, 2009:563).

Secara prinsipil ketiga jenis desentralisasi tersebut semua menekankan
pelimpahan kewenangan ke pemerintah daerah, diikuti oleh pembiayaan dari
pemerintah pusat. Maka dari itu desentralisasi dapat dimaknai sebagai gambaran
sejauh mana kewenangan dipegang oleh pemerintah daerah untuk mampu
mengambil keputusan sendiri yang mengikat beberapa kebijakan pada ruang
lingkup pemerintahan daerah (Litvack et. al, 1998:8). Mencermati ketiga jenis
desentralisasi penjabarannya cukup luas, maka uraian selanjutnya lebih fokus
mengkaji masalah desentralisasi fiskal. Dimana desentralisasi fiskal merupakan
salah satu instrumen kebijakan pemerintah bertujuan untuk mengurangi
kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah lainnya,
disertai perbaikan pelayanan publik, efisiensi pemanfaatan sumber daya,
disamping itu untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam tataran lebih aplikatif, desentralisasi fiskal sebagai pelimpahan
kewenangan pengelolaan potensi ekonomi dan sumber daya lainnya di daerah,
namun tetap disertai transfer dari pemerintah pusat. Besarnya transfer dana ke

daerah dan kemungkinan peningkatan penerimaan diharapkan memiliki korelasi



yang kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi karena
pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memprioritaskan kegiatan yang
lebih tepat sasaran, intervensi dari pemerintah ditingkat atas relatif minim,
sehingga daerah lebih mandiri mengambil keputusan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bird dan Vaillancourt, (1998:4)
menjelaskan konsep desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat
kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan daerah.

1. Desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam
lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah
daerah (Dekonsentrasi).

2. Daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-
fungsi tertentu atas nama pemerintah pusat (Perwakilan).

3. Pelimpahan berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi
tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan di
daerah (Devolusi).

Dari ketiga jenis desentralisasi tersebut, yang dianggap ideal yakni
devolusi dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas baik
secara administratif, politik maupun kewenangan-kewenangan di bidang ekonomi
untuk menggali potensi yang dimiliki oleh daerah. Pelaksanaan desentralisasi
tanpa diberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah, maka tujuan
dari pelaksanaan desentralisasi itu sendiri sulit tercapai. Oleh sebab itu dalam
pelaksanaan  desentralisasi  diperlukan  kewenangan, terutama  untuk
mengembangkan potensi ekonomi.

Perlunya dilakukan pelimpahan wewenang, menurut Tiebout (1956:418)
karena akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melayani
kebutuhan barang publik dengan lebih baik dan lebih efisien. Alasan mendasar
peningkatan kemampuan pelayanan tersebut karena pemerintah daerah dipandang
lebih mengetahui kebutuhan dan karakter masyarakat lokal, sehingga program-
program dari kebijakan pemerintah akan lebih efektif untuk dijalankan, sekaligus
dari sisi penganggaran publik akan muncul konsep efisiensi karena tepat guna dan

berdaya guna.



Dengan demikian pelaksanaan desentralisasi fiskal menjadi penting untuk
dilakukan karena memiliki alasan mendasar. Alasan-alasan ekonomi untuk
dilakukan desentralisasi diantaranya untuk meningkatkan penyediaan barang
publik pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,
selanjutnya akan berimplikasi luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, diharapkan ketimpangan distribusi
pendapatan antar daerah juga makin menurun. Ananda (2002:26-27) menyebutkan
bahwa ada dua alasan ekonomi dilakukannya desentralisasi fiskal, yaitu;

1. Desentralisasi dilakukan untuk efisiensi alokasi sumberdaya, dimana
keputusan tentang pengeluaran publik yang dibuat oleh pemerintah akan lebih
dekat dengan masyarakat, serta akuntabilitasnya lebih besar bila dilakukan
oleh pemerintah daerah, oleh karenanya desentralisasi lebih rasional daripada
sentralisasi.

2. Meningkatkan kemampuan bersaing bagi pemerintah daerah, serta
mendorong inovasi, sehingga pemerintah daerah akan selalu berusaha untuk
memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Pada gilirannya
berimplikasi dimana masyarakat menjadi lebih suka membayar kewajiban-
kewajibannya (membayar pajak dan retribusi daerah) untuk pembiayaan
pengadaan barang publik dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat
bersangkutan, bahkan masyarakat ikut berpartisipasi memberikan pelayanan.

Selanjutnya, desentralisasi fiskal akan mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau desentralisasi fiskal
berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan efisiensi
pemerintahan dan laju pertumbuhan ekonomi karena pemerintah lokal (daerah)
akan lebih efisien untuk kegiatan produksi dan penyediaan barang-barang publik.
Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk
menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi (Oates,
1993:237; Musgrave dan Musgrave 1989:5, dan Wellisch, 2004:25). Selain itu
menurut De Mello (2000) dengan membawa pemerintah lebih dekat dengan

masyarakat di daerah, desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan



efisiensi sektor publik, serta akuntabilitas dan transparansi dalam pemberian
layanan dan pembuatan kebijakan.

Dalam rangka penyediaan layanan publik, ada dua butir penjelasan yang
diperoleh dari pendekatan konsep Musgravian dan neo-klasik tentang fungsi-
fungsi pemerintahan. Pertama, diterimanya pendapat bahwa pilihan-pillihan
(choices) pemerintah daerah itu lebih mendekati atau lebih sesuai dengan pilihan-
pilihan individual ketimbang pilihan-pilihan yang dibuat pemerintah (pusat).
Kedua, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan bekerja lebih baik
apabila preferensi itu bersifat homogen. Oleh sebab itu desentralisasi atau
pelimpahan tanggungjawab pengeluaran akan membawa kesejahteraan lebih
optimal. Alokasi sumberdaya akan lebih efisien apabila diserahkan pada
pemerintahan pada level bawah (Simanjuntak, 2003:4). Penjelasan ini sejalan
dengan pandangan yang dikemukakan oleh Gramlich (1993:229), dimana barang
dan jasa publik semestinya disediakan oleh pemerintahan ditingkat (level) bawah
atau daerah dengan batas administrasi yang paling kecil dimana daerah itu
mendapatkan manfaat dari distribusi.

Sementara itu, Sidik (2009:540) menguraikan tujuan umum program
desentralisasi fiskal di Indonesia, yaitu;

1. Meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi operasional pemerintah
daerah.

2. Memenubhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan
dan memobilisasi pendapatan daerah dan kemeudian nasional.

3. Meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan transparansi dan
mengembangkan partisipasi konstituen dalam pengambilan keputusan di
tingkat daerah.

4. Mengurangi kesenjangan fiskal antarpemerintah daerah, memastikan
pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat diseluruh Indonesia, dan.

5. Memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia.

Sejalan dengan argumentasi di atas Steffensen (2010:3) menyebutkan tujuan
dari desentralisasi fiskal secara keseluruhan, dapat diklasifikasikan sebagai
berikut:



1. Peningkatan efisiensi, dengan memperkuat hubungan antara layanan dengan
permintaan masyarakat sesuai kebutuhannya, maka pemerintah daerah yang
lebih dekat akan lebih responsif terhadap preferensi masyarakat lokal.

2. Peningkatan akuntabilitas keuangan, dengan membawa pemerintahan dan
keputusan lebih dekat kepada masyarakat dalam hal pemilihan suara,
pengaruh, pertukaran informasi, dan monitoring dan lain-lain lebih muda
dilakukan, dan.

3. Peningkatan efektivitas, akan meningkatkan kemungkinan memperkuat
persaingan dalam penyediaan layanan publik antar daerah, sehingga dapat
memobilisasi kontribusi warga, melakukan inovasi dan lain-lain.

Menurut Barzelay (1991), pelimpahan sebagian besar wewenang (urusan)
atau dengan kata lain pelaksanaan otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal
terkandung tiga tujuan utama, yaitu: a). Menciptakan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah, b). Meningkatkan kualitas
pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, c). Memberdayakan dan
menciptakan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
proses pembangunan. Masalah pemberdayaan masyarakat menjadi penting
dijelaskan, sebab pandangan tradisional tentang desentralisasi fiskal (fiscal
federalism) lebih banyak membicarakan fungsi dan pemberdayaan fiskalnya
semata. Padahal sudah terjadi pergeseran pandangan mengenai desentralisasi
fiskal, hal ini semakin diakui bahwa desentralisasi fiskal seharusnya tidak hanya
didefinisikan sebagai pergeseran sumber daya dan otoritas fiskal ke tingkat
subnasional (daerah), melainkan sebagai pemberdayaan masyarakat melalui
pemberdayaan fiskal pemerintah daerah.

Martinez-Vazquez dan McNab (2003) mengemukakan bahwa ada dua
alasan mengenai efisiensi (ekonomi) desentralisasi fiskal, yaitu; Pertama, apabila
pemerintah lokalnya cerdas dan mampu membaca keinginan konstituennya maka
akan mudah dalam mengadaptasikan kebijakan pengeluarannya, sehingga dengan
hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan individu. Kedua, pengeluaran
ataupun pembelanjaan ditingkat lokal akan mendorong producer efficiency akibat

pelayanan yang lebih murah untuk penyediaan infrastruktur.
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Dari segi efisiensi, adanya desentralisasi fiskal pengeluaran pemerintah
jauh lebih efisien ketimbang ditangani oleh pemerintah pusat, kemudian daripada
itu, desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah
daerah memiliki posisi yang lebih baik daripada pemerintah pusat dalam
menyalurkan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Dengan
adanya desentralisasi fiskal pada kelanjutannya efisiensi akan mendorong
percepatan pertumbuhan ekonomi ditingkat daerah dan dampaknya terhadap
pertumbuhan ekonomi secara nasional (Oates, 1972:196). Pembuktian empris
hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi telah
dilakukan oleh Xie et.al. (1999), Akai dan Sakata (2002), Akai et. al. (2009), Lin
dan Liu (2000), Ding (2007), Ismail et.al, (2004), dan Samimi et.al. (2010).
Namun tidak semua kajian empirik menunjukkan pola yang sama, beberapa
diantaranya menunjukkan sebaliknya, desentralisasi fiskal berkorelasi negatif
terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti yang ditemukan oleh Davoodi dan Zou
(1998), Baskaran dan Feld (2009), Jin dan Rider (2010).

Merujuk pada beberapa teori dan dikuatkan dengan bukti empiris di
beberapa negara, makin diyakini bahwa desentralisasi sebagai sistem
pemerintahan dapat memacu laju pembangunan ekonomi daerah untuk
mengurangi  ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat, disamping
mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat lebih
nyata. Selain itu, desentralisasi dapat memacu pertumbuhan ekonomi secara
nasional, sekaligus untuk mengatasi masalah kesenjangan fiskal antara pusat dan
daerah, serta antar daerah. Hal ini secara empiris sudah dibutikan oleh Bohte dan
Meier (2000), Lessmann (2009) dan Widhiyanto (2008).

Ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal sangat diperlukan bagi negara
besar seperti Indonesia. Tidak mungkin semua urusan dilakukan secara terpusat,
karena faktanya selama pemerintahan sentralistik ketimpangan distribusi
pendapatan sangat tinggi, demikian juga ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar
Jawa, Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat. Brodjonegoro et.al
(2001:3), dengan adanya desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah akan

lebih efektif dan mampu untuk memenuhi pelayanan publik yang dibutuhkan,
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membangun sarana perekonomian serta dapat menciptakan lapangan kerja bagi
masyarakatnya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan
masyarakat.

Agar desentralisasi fiskal lebih optimal, pelaksanaannya harus
memperhatikan prinsip money follow functions, artinya penyerahan atau
pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi anggaran yang
diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut, karena itu penyerahan
kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber
pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat (Abimanyu,
2000:3, Waluyo, 2007:2). Perimbangan keuangan pusat-daerah dilakukan melalui
mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan
pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka
desentralisasi.

Dua hal pokok patut diperhatikan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal
yang terkait dengan dana perimbangan, yaitu melalui pendekatan expenditure
assignment dan revenue assignment. Pendekatan expenditure assignment
menyatakan bahwa terjadi perubahan tanggung jawab pelayanan publik dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga peran local public goods
meningkat. Kemudian pendekatan revenue assigment yaitu memberikan
peningkatan kemampuan keuangan, melalui alih sumber pembiayaan pusat kepada
daerah, dalam rangka membiayai fungsi yang didesentralisasikan (Mahi, 2002:5).

Tujuan utama pemberian dana perimbangan dalam kerangka otonomi
daerah untuk pemerataan kemampuan fiskal pada tiap daerah (equalizing
transfer), disamping itu daerah diberikan keleluasaan menggali potensinya, maka
idealnya setiap daerah otonom makin mandiri dan dapat membiayai
pembangunannya melalui PAD. Meskipun demikian menurut Alisjahbana
(2000:3), bahwa diskresi kewenangan daerah dalam penentuan penggunaan
penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi sangat besar,
tetapi harus diingat bahwa daerah tidak mempunyai kewenangan untuk
mempengaruhi sumber maupun besar penerimaan itu sendiri. Alokasi Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan melalui
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mekanisme yang ditentukan pusat, demikian pula dengan ketentuan bagian daerah
dari Sumber Daya Alam (SDA), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea
Penggunaan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) dan penerimaan Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Istilah yang lebih tepat digunakan bagi implikasi
implementasi UU-PKPD bagi daerah adalah terjadinya pergeseran hubungan
keuangan pusat-daerah dari sentralisasi fiskal ke desentralisasi “pengeluaran”,

bukan desentralisasi fiskal dalam arti yang sesungguhnya.

2.2. Teori Transfer Antar Tingkat Pemerintah

Perimbangan keuangan pusat dan daerah atau transfer antar tingkat
pemerintah (intergovernmental fiscal transfers) merupakan salah satu bentuk
hubungan yang umum dilaksanakan di banyak negara. Hubungan fiskal antar
tingkat pemerintahan menggambarkan hubungan keuangan diantara berbagai
tingkat pemerintahan, yang meliputi berbagai aktifitas keuangan pemerintah
seperti perpajakan, pengeluaran, pinjaman, subsidi, transfer dan hibah. Transfer
fiskal antar tingkat pemerintahan terdiri atas hibah (grants), dan bagi hasil

(revenue-sharing) merupakan sumber penerimaan yang paling dominan bagi

tingkat pemerintahan daerah dibanyak negara sedang berkembang. Dimana desain

dari transfer tersebut memiliki pengaruh terhadap efisiensi dan keadilan atau
pemerataan penyediaan barang publik dari pemerintah daerah. Atas dasar itu maka
diperlukan desain transfer untuk menentukan keberhasilan desentralisasi fiskal

(Litvack, et.al. 1998:12).

Ma, (1997:4-5) menyebutkan bahwa model intergovernmental fiscal
transfer pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut;

1. Model alokasi transfer yang mempertimbangkan kesenjangan fiskal (fiscal
gap). Model ini merupakan model yang paling ideal, karena didasarkan atas
pertimbangan selisih antara kebutuhan dan kapasitas fiskal. Tetapi,
persyaratan utama menggunakan model ini adalah ketersediaan data,
khususnya yang terkait dengan pengeluaran (expenditure needs) yang
seringkali melibatkan variabel yang cukup kompleks. Karena persyaratan
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tersebut, maka model ini lebih banyak diterapkan di negara-negara maju yang
memiliki teknologi informasi yang relatif baik.

2. Model alokasi transfer berdasarkan pertimbangan kapasitas fiskal (fiscal
capacity) antar daerah. Model transfer diberikan berdasarkan kapasitas
masing-masing, dimana daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang besar
akan mendapatkan bagian yang kecil, dan sebaliknya daerah yang memiliki
kapasitas fiskal kecil mendapatkan transfer secara proporsi lebih besar. Model
ini relatif lebih mudah diterapkan, karena alokasi lebih didasarkan atas
kapasitas fiskal antar daerah. Namun, model ini cenderung mengabaikan
kebutuhan fiskal antar daerah, padahal kebutuhan fiskal berbeda antar daerah
satu dengan daerah lainnya.

3. Model alokasi transfer yang didasarkan atas berbagai indikator “kebutuhan”.
Dalam model ini alokasi transfer dimaksudkan sebagai upaya agar setiap
daerah mampu memenuhi kebutuhan pelayanan publik minimumnya.

4. Model alokasi transfer berdasarkan kesamaan basis pajak per kapita. Besaran
transfer diberikan sama besar berdasarkan potensi fiskal dan potensi pajak
kepada daerah bersangkutan. Model alokasi ini merupakan model yang paling
sederhana dan tidak membutuhkan persyaratan data yang kompleks. Namun
demikian, model ini kurang memiliki pengaruh terhadap pemerataan kapasitas
fiskal antar daerah.

Sementara itu, menurut Ma (1997:5-6), Shah (1994:37-40), Shah (2006:4-

5), dan Rosen (2008:530) pada dasarnya ada dua intergovernmental transfer

yaitu;

A. Hibah bersyarat (Conditional grant); Ini kadang-kadang disebut bantuan
untuk tujuan tertentu atau hibah kategoris. Pemerintah pusat menetapkan
tujuan spesifik bagi pemerintah penerima untuk penggunaan dana. Transfer
seperti itu sering digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang
menurut pusat sangat penting namun dianggap kurang begitu penting oleh
pemerintah daerah. Contohnya adalah proyek-proyek yang memiliki inter-

regional spill-over effects. Dalam transfer bersyarat, ada beberapa jenis:
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1. Matching Open-Ended Grants. Untuk unit uang yang diberikan oleh donor
untuk mendukung kegiatan tertentu, dengan jaminan penerima transfer
juga harus mengeluarkan uang. Sebagai contoh, transfer yang
menunjukkan bahwa setiap kali pemerintah daerah menghabiskan satu
rupiah untuk pendidikan, maka pemerintah pusat akan memberikan
kontribusi satuan rupiah juga. Dengan matching open-ended grants, biaya
untuk donor sangat bergantung pada perilaku penerima. Jika pengeluaran
pemerintah lokal penuh semangat distimulasi oleh program, maka
pemerintah pusat akan berkontribusi sangat besar, dan sebaliknya.

2. Matching Closed-Ended Grants. Untuk memberikan biaya tertinggi yang
ditanggung oleh pemerintah pusat, pusat dapat menentukan beberapa
jumlah maksimum yang akan diberikan kepada daerah penerima. Ini
disebut closed-ended matching grant. Mekanisme ini digunakan oleh
sebagian besar negara karena yang memiliki perhatian terhadap kontrol
anggaran.

3. Non-Matching Grants. Dalam hal ini, pemerintah pusat tetap menawarkan
sejumlah uang dengan ketentuan yang dikeluarkan untuk penyediaan
barang publik tertentu. Keperluan pemerintah penerima tidak harus sesuai
dengan kontribusi pemerintah pusat.

B. Hibah tidak bersyarat (unconditional granst). Hibah tanpa syarat tidak ada
pembatasan atas penggunaan dana. Efeknya, transfer lump sum kepada
pemerintah penerima. Pembenaran utama bagi pemerintah pusat memberikan
hibah tidak bersyarat kepada negara bagian atau provinsi dan daerah adalah
bahwa hibah tersebut dapat digunakan untuk menyamakan kapasitas fiskal
pemerintah lokal yang berbeda untuk menjamin penyediaan minimum atau
tingkat pelayanan publik. Dikebanyakan negara, unconditional grants adalah
transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah sub-nasional (misalnya,
Kanada, Australia, Britania Raya, Jepang, Korea, dan lain-lain), sedangkan di
Jerman, equalization grants dibuat dari negara-negara dengan kapasitas fiskal
di atas rata-rata untuk negara bagian dengan kapasitas fiskal di bawah rata-

rata. Di negara-negara lain, equalization grants tanpa syarat mengambil
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bentuk berbagi pendapatan umum. Rumus yang digunakan untuk
mengalokasikan equalization grants untuk pemerintah subnasional adalah
elemen utama dari sistem grants (transfer).

Kedua jenis transfer di atas memiliki dampak yang berbeda-beda. Untuk
dapat lebih memahami masing-masing dampak yang ditimbulkan oleh kedua jenis
transfer tersebut akan diuraikan dengan bantuan kurva penjelas seperti berikut ini
(Shah, 2006:2-8):

Transfer Tujuan Umum

Transfer tujuan umum disediakan oleh pemerintah pusat sebagai dukungan
anggaran pelaksanaan otonomi daerah untuk kegiatan umum tanpa ada syarat
khusus. Transfer tujuan umum pada dasarnya hanya menambah sumber daya
penerimaan yang memiliki efek pendapatan, seperti yang ditunjukkan pada
gambar 2.1. Pada mulanya posisi garis anggaran berada pada AB, setelah
pemerintah melakukan transfer umum dengan jumlah hibah (AC = BD),
selanjutnya menciptakan baris anggaran baru CD. Hibah ini dapat dihabiskan pada
setiap kombinasi barang publik atau jasa atau digunakan untuk memberikan pajak
bantuan kepada warga, maka bantuan umum nonmatching relatif tidak

mempengaruhi harga (tidak ada efek substitusi).

Gambar 2.1.
Effek Transfer Tak Bersyarat (Block Grant)

Pengeluaran Barang
Publik Lainnya

O B D
Pengeluaran Barang Publik A
Sumber: Shah, 2007:3
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Transfer Tujuan Khusus

Transfer tujuan khusus yang sifatnya bersyarat dimaksudkan untuk
memberikan insentif bagi pemerintah daerah untuk melakukan program-program
tertentu atau kegiatan khusus. Selain itu hibah tersebut biasa atau wajib dilakukan
dalam Kkondisi darurat. Transfer bersyarat biasanya sudah ditentukan jenis
pengeluaran yang akan dibiayai (input-based). Selain itu transfer bersyarat juga
dapat membutuhkan pencapaian hasil tertentu dalam pemberian layanan (output-
based). Meskipun pada dasarnya input-based sering mengganggu dan tidak
produktif, lain halnya output-based dapat memajukan tujuan pemberian hibah
terutama memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Transfer bersyarat dapat
memasukkan ketentuan dengan mewajibkan bagi daerah penerima untuk
membiayai persentase tertentu dari pengeluaran dengan menggunakan sumber
daya mereka sendiri. Transfer bersyarat pada dasarnya terdiri dari nonmatching
transfer dan matching transfer.

Transfer bersyarat nonmatching memberikan dana dengan syarat tingkat
tertentu tanpa melakukan pencocokan kebutuhan daerah. Gambar 2.2
memperlihatkan efek transfer nonmatching bersyarat, dimana dana yang
dihabiskan untuk keperluan tertentu atau hibah sebesar AC, hal ini akan
mengakibatkan garis anggaran mengalami pergeseran dari AB ke ACD,
setidaknya luas OE sama dengan luas AC akan diperoleh dari bantuan pengadaan
barang publik. Hibah nonmatching bersyarat paling cocok digunakan untuk
subsidi kegiatan yang dianggap oleh pemerintah pusat sangat prioritas, tetapi bagi
pemerintah daerah bukan merupakan prioritas. Hal ini mungkin terjadi jika suatu
program dianggap oleh pemerintah pusat menghasilkan derajat spill-overs yang
tinggi sampai penyediaan ke tingkat tertentu (OE), setelah itu manfaat

eksternalnya terhenti tiba-tiba.,
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Gambar 2.2.
Effek Transfer Nonmatching Bersyarat

Pengeluaran Untuk Pengadaan
Barang Publik Lainnya

@] E B D
Pengeluaran Untuk Pengadaan Barang Publik

Sumber: Shah, 2007:5

Transfer atau hibah matching bersyarat, atau biaya-sharing program,
mengharuskan dikeluarkan dana untuk tujuan khusus, dan bagi daerah penerima
harus turut pula mengeluarkan dana sesuai dengan derajat atau jumlah tertentu.
Gambar 2.3 menunjukkan efek penganggaran dari pemerintah daerah sebesar 25
% untuk subsidi program transportasi. Garis AB menunjukkan jika tidak ada
subsidi
line-kombinasi transportasi dan barang publik lainnya, dan jasa kota dapat
diperoleh dengan anggaran sebesar OA sama dengan OB. Suatu subsidi federal
25 % dari pengeluaran transportasi akan menggeser garis anggaran sehingga
dicapai kombinasi untuk garis AC. Pada setiap tingkat barang dan jasa lainnya,
masyarakat dapat memperoleh lebih dari sepertiga layanan transportasi. Jika
masyarakat memilih kombinasi M sebelum ada hibah, kemungkinan akan memilih

kombinasi seperti N sesudahnya, dimana transportasi yang diperoleh lebih dari N.
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Gambar 2.3.
Effect of Open-Ended Matching Grant

Pengeluaran Untuk Pengadaan
Barang Publik Lainnya

66 % Subsidi

@) B C
Pengeluaran Untuk Pengadaan Barang Publik

Sumber: Shah, 2007:5

Subsidi ini memiliki dua efek, efek pendapatan dan efek substitusi.
Memberikan subsidi kepada masyarakat yang banyak sumber daya, beberapa di
antaranya memperoleh layanan transportasi yang lebih baik (efek pendapatan),
karena subsidi relatif mengurangi harga/biaya pelayanan transportasi, dan
masyarakat memperoleh layanan transportasi yang lebih dari anggaran yang
diberikan (substitusi efek). Selanjutnya pendonor atau pemberi biasanya lebih
suka model transfer closed ended matching, dimana dana disediakan dengan batas
tertentu, disamping itu transfer tersebut memungkinkan mereka untuk
mempertahankan kontrol atas penggunaan anggaran.

Gambar 2.4 menunjukkan efek transfer closed ended matching pada
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). AB adalah garis anggaran semula,
ketika pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp. 1 yang tersedia untuk setiap
Rp. 3 dari dana pemerintah daerah selanjutnya garis anggaran menjadi ACD.
Awalnya, biaya dibagi sepertiga sampai ke tingkat dimana batas subsidi CG sama

dengan CE tercapai. Pengeluaran diluar OF menerima subsidi tidak ada, sehingga
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kemiringan garis anggaran kembali menjadi 1:1 daripada 1:3 sepanjang segmen
bersubsidi, AC.
Gambar 2.4.
Effect of Closed-Ended Matching Grant

Pengeluaran Untuk Pengadaan
Barang Publik Lainnya

Pengeluaran Untuk Pengadaan Barang Publik

Sumber: Shah, 2007:8

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dengan melihat kondisi pelaksanaan
desentralisasi fiskal yang di dalamnya mengaitkan model-model transfer sebagai
perwujudan dari hubungan intergovernmental fiscal. Dimana pelaksanaan
desentralisasi fiskal yang sudah diterapkan sejak tahun 2001, akan tetapi sistem
transfer antarpemerintah tidak mengalami perubahan secara mendasar dari sistem
sebelumnya, dengan mengacu pada konsep transfer yang ada. Model transfer bila
dikelompokkan terdiri dari dua kelompok, yaitu; block-grant dan specific-grant.
Prud’homme (1995:204) menyebutkan bahwa block grant hanya menghasilkan
income effect, sedangkan specific grant juga menghasilkan subtitution effect dan
price effect.

Pada masa lalu block-grant merefleksikan Sumbangan Daerah Otonom
(SDO), sementara dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah disebut Dana
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Alokasi Umum (DAU) vyang realitasnya sebagian besar digunakan untuk
membiayai gaji pegawai. Sebagian lagi penggunaannya diserahkan kepada
pemerintah daerah untuk mengalokasikannya, karena itu DAU merupakan bentuk
transfer tak bersyarat. Sedangkan Specific-grant merefleksikan Dana Inpres,
sekarang disebut sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) penggunaannya sudah
ditentukan dengan tujuan khusus yang disebut sebagai transfer bersyarat.

2.3. Transfer Antar Tingkat Pemerintah di Indonesia

Merujuk konsep intergovernmental fiscal transfer di atas, dan melihat
kenyataan yang ada bahwa kondisi daerah otonom sangat berbeda, karena itu
diperlukan formulasi yang tepat sebelum melakukan transfer. Salah satu dasar
untuk menentukan besarnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah adalah
kesenjangan fiskal (fiscal gap) yang dialami oleh daerah-daerah. Fiscal gap
merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal pada daerah
tersebut.

a) Kebutuhan fiskal (fiscal needs), yaitu kebutuhan daerah untuk membiayai
semua pengeluarannya dalam rangka menjalankan fungsi/kewenangan daerah
dalam menyediakan pelayanan publik. Fiscal needs suatu daerah dipengaruhi
oleh berbagai variabel antara lain; Jumlah penduduk, total area, kondisi
geografis dan jumlah penduduk miskin. Jika suatu daerah memiliki jumlah
penduduk yang besar, area yang luas. Kondisi geografis yang sulit serta
banyak penduduk miskin maka akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang
besar. Jumlah penduduk dan luas wilayah dapat diketahui secara pasti,
sedangkan untuk kondisi geografis didekati dengan indek konstruksi dan
jumlah penduduk miskin didekati menggunakan konsep kemiskinan dengan
ukuran poverty line (Dartanto & Brodjonegoro, 2003:20). Musgrave &
Musgrave (1989) merumuskan tentang kebutuhan fiskal=Nj dalam suatu
daerah yurisdiksi j adalah:

N; = ngZ; 1)

Sementara itu formulasi kebutuhan fiskal yang digunakan oleh Kementerian

Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan transfer ke daerah yaitu:
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b)

KbF = TBR (a,IP + a,IW + a3IPM + a,IKK + asIPDRB/kap)  (2)

Dimana:

TBR = Total Belanja Rata-Rata APBD
IP = Indeks Jumlah Penduduk

W = Indeks Luas Wilayah

IPM = Indeks Pembangunan Manusia
IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPDRB/kap = Indek Produk Domestik Regional Bruto per kapita
o = Bobot Indeks

Kapasitas fiskal (fiscal capacity), adalah kemampuan pemerintah daerah
untuk menghimpun keuangan berdasarkan sumber-sumber yang dimilikinya.
Fiscal capacity relatif lebih mudah diukur, kemampuan fiskal ini diukur
berdasarkan:

PDRB, potensi industri (diukur dengan PDRB sektor non-primer), potensi
sumber daya alam (diukur dengan PDRB sektor primer) dan potensi sumber
daya manusia (diukur dengan angkatan keja). Daerah yang memiliki PDRB
yang tinggi, aktivitas industri dan jasa yang besar, kaya sumber daya alam
dan sumber daya manusia yang berkualitas akan menerima DAU yang relatif
kecil (Dartanto & Brodjonegoro, 2003:20). Musgrave dan Musgrave (1989)
merumuskan konsep pendekatan yang menunjukkan posisi fiskal suatu
wilayah yurisdiksi adalah:

C; = tsB; (3)
Sedangkan formulasi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan Republik
Indonesia, yaitu;

KpF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA 4)
Dimana:
PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak
DBH SDA = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Sumber Daya Alam
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Perimbangan keuangan pusat dan daerah (PKPD) yang merupakan
penjabaran dari intergovernmental fiscal transfer dalam rangka desentralisasi
fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk
memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung oleh perimbangan
keuangan antara pusat dan daerah. Kewenangan sendiri dibakukan pada wadah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan perimbangan keuangan sebagaimana
diketahui, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
(DAK).

Menurut Davey (1988:183) secara umum dana Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah (PKPD) terdiri dari bantuan umum (block grant) dan bantuan
khusus (spesific grant). Bentuk bantuan sebelum pelaksanaan desentralisasi fiskal
tahun 2001 block grant berbentuk sumbangan daerah otonom (SDO), sementara
specific grant berbentuk Inpres (Devas, 1989:48). Block grant digunakan untuk
tujuan umum penggunaannya sesuai pedoman pusat, dan bantuan khusus (specific
grant) yang digunakan untuk pengeluaran yang telah ditentukan dan dikontrol
secara detil oleh pusat (Shah, 1998:171). Sementara bantuan (transfer) dalam
konteks pelaksanaan desentralisasi fiskal, block grant terdiri dari Dana Alokasi
Umum, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dan
spesific grant yaitu Dana Alokasi Khusus kedua bentuk bantuan tersebut
merupakan dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Penggunaan DAU,
DBHP dan DBHSDA (block grants) diserahkan pada kebijakan masing-masing
daerah. Sedangkan penggunaan DAK (spesific grants) telah ditentukan oleh
pemerintah pusat dengan kewajiban daerah penerima harus menyediakan 10 %
dana pendamping.

Dalam konteks demikian, bagi daerah penerima akan lebih menyukali
transfer dalam bentuk DAU dibandingkan dengan bentuk transfer lainnya. Ini
tidak lain karena pemanfaatan DAU, daerah diberikan kebebasan untuk
mengalokasikan sesuai dengan preferensi mereka dan skala prioritas di daerah,
tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat. Dengan demikian asumsinya daerah

penerima akan lebih mudah mencapai tingkat kesejahteraan dan kemakmuran
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yang optimal. Hal ini terjadi karena daerah yang lebih memahami apa yang
menjadi kebutuhannya.

Kustituanto dan Yansekardias (2001) memberikan ilustrasi secara grafis
pengarun DAU terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti Gambar 2.5 berikut
ini:

Gambar 2.5.
Pengaruh DAU terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Barang Publik
Y (Rupiah)

C

Y2

Y1

Barang Publik X (Rupiah)
Sumber : Kustituanto & Yansekardias, 2001:224

Misalkan daerah penerima memiliki preferensi untuk mengalokasikan
dananya untuk barang/jasa publik X dan barang/jasa publik Y. Diasumsikan dari
sisi kuantitasnya, kedua barang/jasa publik belum menjangkau semua lapisan
masyarakat, akan tetapi kedua jenis barang ini sama pentingnya bagi daerah
tersebut. Pada kurva ini ditunjukkan tingkat kesejahteraan optimal masyarakat
ditunjukkan oleh persinggungan kapasitas fiskal oleh garis anggaran (budget line)
AB dengan kurva indiferen U1, yaitu dengan jumlah barang/jasa publik X yang
dihasilkan sebesar OX1 dan harga barang/jasa publik Y sebesar 0Y1.

Jika dilakukan transfer DAU akan menyebabkan kapasitas fiskal daerah
bertambah (garis anggaran bergeser) dari AB bergeser ke CD. Bantuan tersebut
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akan dioptimalkan penggunaannya pada kombinasi penyediaan barang/jasa publik
(the least-cost combination) yang mungkin dapat dicapainya. Kombinasi
barang/jasa publik yang dihasilkan setelah menerima transfer sebesar 0X2 dan
0Y2 masing-masing untuk barang/jasa publik X dan Y. Tingkat penyediaan
optimal dicapai pada titik pada titik singgung antara garis anggaran CD dengan
kurva indifferen U2. Transfer batuan umum tersebut mempunyai beberapa
implikasi, yaitu; 1) Tidak memiliki pengaruh terhadap harga (price effect), tetapi
berpengaruh terhadap penerimaan (income effect), 2) Ada dampak lanjutan dari
peningkatan pendapatan yang disebut flypaper effect, yaitu penegeluaran daeraah
relatif lebih besar dibanding dengan kapasitas fiskal yang sesungguhnya dimiliki
daerah tersebut.

Sidik (2002:7), Simanjuntak (2003:16), LPEM FEUI (2003:1) kebijakan
Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai tujuan utama untuk memperkuat kondisi
fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah (horizontal imbalance).
Karena itu alokasi transfer dana (DAU) dilakukan berbeda, daerah yang
mempunyai kapasitas fiskal besar akan mendapat kucuran dana yang lebih kecil
daripada daerah yang kapasitas fiskalnya kecil. Pemberian transfer ini bertujuan
untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik dan mengurangi
kesenjangan horizontal (antar daerah) dan kesenjangan vertikal (pusat-daerah).
Aspek pertumbuhan ekonomi daerah menjadi faktor penting untuk menentukan
besarnya transfer pemerintah pusat kepada daerah.

Terkait dengan pertumbuhan, daerah-daerah yang mempunyai tingkat
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seharusnya mendapatkan alokasi DAU yang
lebih kecil. Namun demikian, meskipun konvergensi antar daerah mampu teratasi
(dengan adanya transfer DAU), kinerja pemerintah daerah bisa jadi berbeda.
Daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan lebih baik relatif mempunyai
tingkat kesiapan yang lebih baik pula untuk menghadapi desentralisasi.
Pengalaman dan kapabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi modal dasar
yang kuat untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam era desentralisasi fiskal.

Sedangkan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran

pemerintah pusat dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu
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pendanaan, juga kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional. Namun demikian, DAK yang merupakan hibah sifatnya
spesifik pada kenyataannya tidak lebih spesifik daripada DAU itu sendiri. Selain
itu, efektivitas mekanisme alokasi hibah khusus misalnya untuk pengentasan
kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, mengatasi pengangguran, dan beberapa
indikator tertentu belum memenuhi kondisi yang diinginkan. Hal ini diperkuat
oleh studi empiris yang dilakukan oleh Wibowo, et. al (2011) dimana alokasi
DAK yang digunakan untuk program investasi publik belum mampu memenuhi
tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang, atau pola dan besaran alokasi DAK
diterapkan selama bertahun-tahun, tidak memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap tujuan (hasil dan dampak) dari pembangunan nasional. Ini berarti bahwa
secara khusus, DAK terbukti tidak jauh lebih spesifik daripada DAU. Oleh sebab
itu mekanisme transfer DAK perlu diperbaiki dengan bersifat bottom-up atau

inisiatif dari pemerintah daerah sendiri.

2.4. Teori Transfer dan Alokasi Dana Desa

Perimbangan keuangan pusat dan daerah atau transfer antar tingkat
pemerintah (intergovernmental fiscal transfers) merupakan salah satu bentuk
hubungan yang umum dilaksanakan di banyak negara. Transfer fiskal antar
tingkat pemerintahan terdiri atas hibah (grants), dan bagi hasil (revenue-sharing)
merupakan sumber penerimaan yang paling dominan bagi tingkat pemerintahan
daerah dibanyak negara sedang berkembang. Oleh karena transfer tersebut
memiliki pengaruh terhadap efisiensi dan keadilan atau pemerataan penyediaan
barang publik dari pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara garis besar ada jenis
transfer yang diberlakukan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, yakni transfer
tujuan umum dan transfer tujuan khusus. Kedua jenis transfer ini memiliki tujuan
dan dampak yang berbeda, transfer tujuan umum disediakan oleh pemerintah
pusat sebagai dukungan anggaran pelaksanaan otonomi daerah untuk kegiatan
umum tanpa ada syarat khusus. Transfer tujuan umum pada dasarnya hanya

menambah sumber daya penerimaan yang memiliki efek pendapatan. Transfer
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tujuan khusus yang sifatnya bersyarat dimaksudkan untuk memberikan insentif
bagi pemerintah daerah untuk melakukan program-program tertentu atau kegiatan
khusus. Selain itu hibah tersebut biasa atau wajib dilakukan dalam kondisi
darurat. Transfer bersyarat biasanya sudah ditentukan jenis pengeluaran yang akan
dibiayai (input-based). Selain itu transfer bersyarat juga dapat membutuhkan
pencapaian hasil tertentu dalam pemberian layanan (output-based).

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dengan melihat kondisi pelaksanaan
desentralisasi fiskal yang di dalamnya mengaitkan model-model transfer sebagai
perwujudan dari hubungan intergovernmental fiscal. Dimana pelaksanaan
desentralisasi fiskal yang sudah diterapkan sejak tahun 2001, akan tetapi sistem
transfer antarpemerintah tidak mengalami perubahan secara mendasar dari sistem
sebelumnya, dengan mengacu pada konsep transfer yang ada. Model transfer bila
dikelompokkan terdiri dari dua kelompok, yaitu; block-grant dan specific-grant.
Prud’homme (1995) menyebutkan bahwa block grant hanya menghasilkan income
effect, sedangkan specific grant juga menghasilkan subtitution effect dan price
effect.

Pada masa lalu block-grant merefleksikan Sumbangan Daerah Otonom
(SDO), sementara dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah disebut Dana
Alokasi Umum (DAU) vyang realitasnya sebagian besar digunakan untuk
membiayai gaji pegawai. Sebagian lagi penggunaannya diserahkan kepada
pemerintah daerah untuk mengalokasikannya, karena itu DAU merupakan bentuk
transfer tak bersyarat. Sedangkan Specific-grant merefleksikan Dana Inpres,
sekarang disebut sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) penggunaannya sudah
ditentukan dengan tujuan khusus yang disebut sebagai transfer bersyarat.

Sejak tahun 2015, jenis transfer ke daerah bertambah selain Dana Otonomi
Khusus yang diperuntukkan ke Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat, yakni
Transfer Dana Desa sebagai konsekuensi lahirnya UU No. 6 Tahun 2014. Jika
dilihat dari kriteria dan jenis transfer maka transfer Dana Desa (DD) termasuk
dalam jenis transfer dengan tujuan umum karena sifatnya unconditional.
Demikian juga peruntukannya tidak dirinci oleh pemerintah pusat, hanya

dijelaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan
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Desa dengan prioritas untuk mendukung program pembangunan Desa dan
pemberdayaan masyarakat Desa. Apabila mengacu pada UU tersebut, Dana Desa
memiliki formulasi perhitungan lebih mirip dengan DAU, adapun formulasi
perhitungan ADD sebagai berikut:

ADD; = ADR + (BDi X ADV)...iititiiiiiii e

(5)

Keterangan :

ADD; = Besaran ADD setiap Desa

ADR = Alokasi ADD dibagi rata (60%)
BD; = Jumlah bobot Desa

ADV = Alokasi ADD berdasarkan perhitungan variabel/proporsional ( 40%)

Sementara Alokasi Dana Desa berdasarkan perhitungan bobot variabel
(BD;) sebagai berikut: Luas wilayah Desa (20%), Jumlah Penduduk Desa (30%),
Angka kemiskinan desa (50%) dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa
(berdasarkan Indeks Kesulitan Geografis Desa/IKG dari Kantor BPS Pusat)
sebagai pengali/penyesuaian. Formula ini digunakan untuk menghindari
terjadinya ketimpangan antar desa, baik dalam satu kabupaten maupun antar
kabupaten atau provinsi. Tentu saja bahwa formula ini akan menghasilkan
pembagian ADD setiap desa berbeda jumlah yang didapatkan, karena masing-

masing desa memiliki bobot yang berbeda dan jenis kebutuhannya.

2.5. Teori Ketimpangan

Menurut Lessmann (2009), untuk mengukur ketimpangan antar daerah
(interregion) dalam suatu negara ada tiga jenis pengukuran, yaitu; 1) Indikator
ekonomi, yang umumnya menggunakan PDB, 2) Tingkat teritorial, untuk negara-
negara Eropa umumnya menggunakan ukuran statistik unit teritorial dan di luar
Eropa menggunakan ukuran perbedaan daerah, dan 3). Pengukuran konsentrasi
yang biasanya menggunakan koefisien variasi, koefisien gini dan koefisien
weighted-population. Guna keperluan penelitian ini, maka ukuran ketimpangan
yang dijadikan rujukan adalah gini rasio yang selama ini banyak digunakan oleh
BPS. Wodon dan Yitzhaki (2002) mengungkapkan kelebihan utama gini rasio,
yaitu; 1) Sebagai ukuran statistik untuk variabilitas, gini rasio bisa digunakan
untuk menghitung pendapatan negatif, ini adalah salah satu sifat yang tidak
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dimiliki oleh sebagian ukuran ketimpangan, 2) Gini rasio juga dapat digambarkan
secara geometris sehingga lebih mudah untuk diamati dan dianalisis, 3) Gini rasio
memiliki dasar teori yang kuat sebagai ukuran normatif, gini rasio bisa
mempresentasikan teori kemiskinan relatif, gini rasio juga dapat diturunkan
sebagai ukuran ketimpangan berdasarkan aksioma-aksioma keadilan sosial.

Kaitannya dengan pengukuran ketimpangan wilayah, menurut Akita et.al.
(2011) manakala hendak mengukur ketimpangan maka ada tiga jenis model
pengukuran yang berbeda, diantaranya; 1) Kesenjangan daerah mengacu pada
variasi unweighted dalam pendapatan per kapita di sebuah daerah. Tipe ini
membandingkan daerah dalam hal pendapatan per kapita, dan mengabaikan
ukuran populasinya. 2) Williamson memperkenalkan suatu WCV. Williamson
WCV adalah contoh dari jenis kedua ketidaksetaraan (ketimpangan) regional. dan
3) Ketidaksetaraan daerah menggunakan individu sebagai unit analisis dan
memperkirakan kontribusi variasi dalam pendapatan per kapita antar daerah, atau
antara daerah perkotaan dan pedesaan, untuk variasi pendapatan di semua
individu. Ini mempertimbangkan dalam wilayah ketidaksetaraan interpersonal
serta ketidaksetaraan antara-daerah.

Mengacu pada teori pengukuran ketimpangan yang dikemukakan di atas,
maka beberapa penelitian tentang dana transfer (desentralisasi fiskal, sejenis
dengan tansfer dana desa) dikaitkan dengan ketimpangan di Indonesia
kecenderungannya menunjukkan bahwa dana transfer belum dapat mengurangi
ketimpangan. Hasil penelitian Waluyo (2007), Nugrahanto dan Muhyiddin
(2008), Widhiyanto (2008), Suwanan dan Sulistiani (2009) kesimpulannya secara
umum sama bahwa kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dalam bentuk
transfer belum mampu mengurangi ketimpangan. Temuan tersebut sejalan dengan
beberapa penelitian serupa yang dilakukan di negara lain, diantaranya Bonet
(2006) di Kolombia, Liu et. al (2014) di China, Yeeles (2015) di Filipina, hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa transfer fiskal justru cenderung meningkatkan
ketimpangan pendapatan. Tetapi berbeda halnya yang ditemukan oleh Wardana et.
al (2013), dimana transfer fiskal dapat menurunkan ketimpangan di Indonesia,

demikian juga Munoz et. al (2010) di Amerika Latin dan Karibia. Sedangkan Kim
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dan Samudro (2017) dalam studinya menemukan bahwa peningkatan transfer
fiskal ke daerah kaya di Indonesia justru meningkatkan ketimpangan dan
sebaliknya peningkatan transfer di daerah miskin akan mengurangi ketimpangan.
Jika melihat perkembangan selama ini, rata-rata tingkat ketimpangan
dibeberapa provinsi di Indonesia termasuk kategori tinggi. Cukup banyak
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong penurunan
ketimpangan, termasuk dana transfer akan tetapi tidak terlalu signifikan
pengaruhnya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, penurunan disparitas
pendapatan faktor pertumbuhan ekonomi tidak dapat diabaikan karena keduanya
saling mempengaruhi. Ketimpangan mempengaruhi pertumbuhan, dan sebaliknya
pertumbuhan mempengaruhi ketimpangan (Barro, 1990; Svedberg, 2002;
Bourguignon, 2004). Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas tentu tidak
memberikan manfaat terhadap perbaikan ketimpangan, argumentasinya adalah
pertumbuhan ekonomi menyebabkan setiap kelompok dalam masyarakat
memperoleh keuntungan, namun kelompok yang menguasai faktor produksi dan
modal biasanya mendapatkan keuntungan yang relatif lebih besar dibandingkan
dengan kelompok lainnya (Dollar dan Kraay, 2002; Son dan Kakwani, 2003).
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BAB 3
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian
Sementara penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:
1. Untuk melakukan analisis pengaruh transfer Dana Desa terhadap ketimpangan
distribusi pendapatan di Indonesia.
2. Untuk melakukan analisis pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan

perdesaan di Indonesia.

3.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dalam penelitian ini, memberikan kontribusi sebagai
berikut:

1. Menjadi masukan kepada pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten), maupun
masyarakat dan stakeholders lainnya dalam melaksanakan perencanaan dan
pemanfaatan Dana Desa yang memiliki implikasi langsung terhadap
penurunan ketimpangan distribusi pendapatan.

2. Sebagai bahan referensi bagi pemerintah pusat untuk melakukan transfer ke
daerah (Dana Desa), dan penataan pembiayaan desa bagi pemerintah desa
acuan untuk merumuskan pengelolan keuangan desa terutama pada penetapan
belanja yang memiliki implikasi terhadap penurunan kemiskinan perdesaan di

seluruh provinsi di Indonesia.
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BAB 4
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data
3.1.1. Data Primer:

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan
sekunder, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data primer diperoleh dari
hasil wawancara dan observasi langsung dengan pihak yang berkepentingan, seperti
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta pihak
pemerintah provinsi yang termasuk daerah yang paling tinggi tingkat ketimpangan
dan kemiskinannya. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mengetahui secara
mendalam kondisi daerah yang dijadikan sampel.

3.1.2. Data Sekunder:

Data yang digunakan dalam studi ini merupakan data sekunder. Sumber
perolehan data adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dari
Kementerian Keuangan untuk data Dana Desa (DD) dan Daerah Dalam Angka
seluruh Provinsi di Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data makro
ekonomi daerah, dan keseluruhan data tersebut merupakan data kuantitatif, dengan
periode waktu 2015 — 2017. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 33 provinsi di
Indonesia, Jakarta tidak dimasukkan sebagai unit analisis karena karakteristik

ekonominya berbeda dengan provinsi lainnya.

3.2. Spesifikasi Model

Untuk T + 1 menggunakan persamaan identitas terdiri dari variabel
ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, jumlah populasi, tingkat
kemiskinan, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran dan Alokasi dana
Desa setiap provinsi untuk tahun pertama (TS + 1). Model transfer DD terhadap
ketimpangan digunakan dalam studi ini mengikuti model dasar dari Lessmann (2009),
sebagai berikut :

Relasi antara Alokasi Dana Desa dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ineq; =
ay + a1Growth ;; + aLnPop;; + azPov; + a,HDI;; + 6{E;Unempi,; +
a6LnDDl-t + Eit (6)
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Dimana, INEQ adalah Kesenjangan Distribusi Pendapatan Dikalkulasikan
dari Gini Rasio (Indeks); Growth, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi (Persen);
POP, Jumlah penduduk (Jiwa); POV, Tingkat Kemiskinan (Persen), HDI; Indeks
Pembangunan Manusia (Indeks); UNEMP, Angka Pengangguran (Persen), dan DD,

Dana Desa (Rupiah), dan & Error term.

3.3. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pendekatan yang digunakan untuk mengesitimasi parameter model
ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah pendekatan data panel.
Hasil pengujian pemilihan teknik dalam pengolahan data panel telah dilakukan
pengujian statistik melalui uji Hausman dan uji Chow. Berdasarkan hasil uji Hausman
dan uji Chow, model yang tepat digunakan untuk kedua persamaan, yaitu
ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan antar-provinsi adalah pendekatan
fix effect, dengan melakukan pembobotan melalui coefficient covariance white cross
section method. Selanjutnya dilakukan pengujian statistik untuk melihat goodness of
fit dengan melihat nilai (R2), nilai F-test, F-test dan t-test (untuk uji parsial). Selain
itu dilakukan uji ekonometrika, yaitu uji validitas model atau ketepatan model, yakni
digunakan uji asumsi regresi Klasik (classical regression linier model), untuk
memperoleh penduga yang bersifat Best, Linear, Unbiased Estimator (BLUE), atau
terbebas dari pelanggaran asumsi Klasik, yaitu multikolonieritas, autokorelasi dan

hetersokedasitas.
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BAB 5
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Hasil dan Pembahasan

Model pendekatan yang diestimasi adalah faktor-faktor pertumbuhan
ekonomi (Growth), Jumlah Populasi (Pop), Kemiskinan (Pov), Indeks
Pembangunan Manusia (HDI), Tingkat Pengangguran (Unemp), dan Dana Desa
(DD) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Ineq). Alat analisis yang
digunakan adalah eknometrika melalui pendekatan panel data, kemudian
pemilihan teknik dalam pengolahan data panel dilakukan pengujian statistik
melalui uji Hausman. Hasil uji hausman menunjukkan dimana p-value sebesar
0,7122 lebih besar dari 5 % dapat disimpulkan bahwa model efek tetap (fix effect)
lebih baik dibanding dengan model efek random (random effect).

Tabel 1. Hasil Uji Hausman (Hausman Test)

Correlated Random Effects — Hausman Test
Pool: INEQUALITY
Test cross-section random effects

Test Chi-Sq. Chi-Sq. d.f. Prob.
Summary Statistic
Cross-section 3.737286 6 0.7122
random

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Langkah selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik, yakni
multikolonieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Pengujian mutlikolinieritas
menggunakan VIF, jika nilai VIF semakin membesar maka diduga ada
multikolonieritas, rule of thumbs tidak melebih angka 10. Dari perhitungan VIF,
didapatkan nilai sebesar 1,96 lebih kecil dari 10 sehingga diduga tidak ada
multikolonieritas. Sedangkan pengujian heteroskedastisitas menggunakan metode
Glesjer karena lebih sederhana dan mudah dilakukan, hasil pengujian
menunjukkan bahwa F-stat sebesar -1,88 dengan demikian lebih kecil dari F-tabel
sehingga diduga tidak ada heteroskedastisitas. Untuk pengujian autokorelasi
menggunakan metode Durbin-Watson, apabila d berada diantara 1,54 dan 2,46

maka tidak ada autokorelasi dan bila d ada diantara 0 hingga 1,10 dapat
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disumpulkan bahwa data mengandung autokorelasi positif. Hasil perhitungan

menunjukkan nilai DW sebesar 1,995 dengan demikian berada diantara 1,54 dan

2,46 berarti diduga tidak ada autokorelasi.

Mean
Median
Max

Min
Std.Dev.
Skewness
Kurtosis

Jarque-
Bera
Prob.

Sum

Sum
Sqg.Dev
Obs

Sumber

INEQ?

0.313121
0.309500
0.461000
0.239000
0.040853
0.841372
4.389715
13.09807

0.001431
20.66600
0.108481

66

GROWTH?

5.290303
5.265000
15.52000
-1.280000
2.309979
0.526982
9.212638
109.1962

0.000000
349.1600
346.8402

66

LOG(POP?)

15.21524
15.12384
17.67370
13.37224
1.028510
0.632796
3.157709
4.473143

0.106824
1004.206
68.75912

66

: Hasil Pengolahan Data, 2017

14.30015
12.20000
37.94000
5.060000
8.016778
1.509745
4.944648
35.47217

0.000000
943.8100
4177.467

66

Tabel 2. Statistik Deskriptif
POVERTY?

HDI?

68.55212
69.09000
78.38000
57.25000
3.768126

-0.371759

4.470192
7.464278

0.023942
4524.440
922.9201

66

UNEMP?

5.448788
5.040000
9.930000
1.890000
2.010497
0.487064
2.470819
3.379634

0.184553
359.6200
262.7363

66

LOG(DD?)

20.29357
20.28374
22.33319
18.18748
0.965975
0.097023
2.570676
0.610426

0.736966
1339.375
60.65205

66

Pengujian secara serempak menunjukkan bahwa kebijakan transfer Dana

Desa berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan distribusi

pendapatan

perdesaan di Indonesia, dan perubahan koefisien determinasi menunjukkan bahwa

model ini mampu dijelaskan sebesar 99,66 persen, dan selebihnya dijelaskan

variabel yang tidak termasuk dalam persamaan yang disusun. Selanjutnya,

dilakukan evaluasi model dengan kriteria ekonomi terlihat tanda dan besaran nilai

koefisien dari variabel bebas, dan nampak bahwa tidak semua arah koefisien

sesuai teori. Hasil estimasi parameter-parameter dapat disimak pada tabel 2.
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Tabel 3: Ringkasan Hasil Estimasi Persamaan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Variabel Koefisien t-Stat
Ineq - -
C -5.978002 -4.036060
Growth -0.000197 -0.282991
LnPop 0.319795 3.901678***
Pov -0.001331 -1.333742
HDI 0.029762 4.324015***
Unemp 0.003290 3.618162***
LnDD -0.030194 -4.442512%**
Adj. R-Squared 0.996605
F — Stat 503.0747
DW- Stat 1.995344

Keterangan : Signifikan *) 10 %, **) 5 % dan ***) 1 %.
Sumber: Hasil Pengolahan Data, (2017)

Berdasarkan hasil estimasi model persamaan menunjukkan bahwa faktor
pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
ketimpangan distribusi pendapatan, berbeda dengan yang dikemukakan oleh
Bourguignon (2004) dimana pertumbuhan dapat mempengaruhi ketimpangan atau
keduanya berhubungan satu sama lain. Sementara jumlah penduduk atau faktor
demografi disetiap provinsi berpengaruh positif, bilamana terjadi pertambahan
jumlah penduduk sebesar 10 persen akan meningkatkan ketimpangan distribusi
pendapatan, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Arham (2014b) bahwa
dengan kenaikan jumlah populasi menciptakan ketimpangan. Jumlah penduduk
yang bertambah asumsinya tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan
pekerjaan dan produktifitas relatif rendah. Selain itu beberapa ekonom
mengasumsikan bahwa pertambahan jumlah penduduk cenderung meningkatkan
ketimpangan karena akan bertambah pengeluaran pemerintah untuk pengadaan
barang publik, ketersediaan barang publik lebih banyak dinikmati oleh kelompok
menengah ke atas. Sejalan dengan itu, ketimpangan meningkat karena faktor
demografi tidak lain karena struktur ekonomi sektor pertanian dominan memberi
kontribusi rata-rata diatas 50 persen. Namun produktifitasnya rendah luas lahan
pertanian makin menyusut, pada saat yang bersamaan sebagian besar lahan
pertanian dikuasai oleh korporasi dan oligarki ekonomi. Tidak kalah krusialnya,

dilihat dari sisi peranan sektor pertanian cenderung menurun dan sektor industri
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meningkat. Sekilas tergambar transformasi struktur ekonomi di Indonesia telah
berjalan, tetapi yang terjadi transformasi ekonomi semu sebab pekerja masih tetap
lebih besar disektor pertanian.

Variabel kemiskinan tidak memiliki pengaruh signifkan terhadap
ketimpangan, pengalaman di sebagian negara menunjukkan bahwa negara yang
menghasilkan PDB besar, pendapatan per kapita yang tinggi, dan distribusi
pendapatan relatif merata. Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan
signifikan terhadap ketimpangan, jika terjadi kenaikan IPM setiap tahun akan
meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia, terutama
diperdesaan. Hasil ini merupakan hal yang tidak diharapkan, idealnya peningkatan
indeks pembangunan manusia justru menekan ketimpangan. Meningkatnya
ketimpangan distribusi pendapatan karena peningkatan IPM sebagai dampak dari
kesenjangan pendidikan dan kesehatan. Menurut Yusuf, Andrew dan Irlan (2013),
kesenjangan dalam pendidikan antara kaum miskin dan kaya belum berkurang,
terutama dalam kesempatan mengakses pendidikan yang menjamin kehidupan
yang lebih baik seperti pendidikan tinggi. Dari segi kesehatan, situasi yang serupa
juga terjadi. Akses terhadap air bersih mengalami peningkatan yang lebih cepat
untuk rumah tangga berpenghasilan tinggi, lebih lambat untuk rumah tangga yang
pendapatan rendah, sehingga mustahil untuk mengurangi kesenjangan yang ada.
Ketidaksetaraan kesempatan merupakan faktor mendasar terjadinya ketimpangan
pendapatan dan hasil pembangunan.

Sementara angka pengangguran disetiap provinsi berpengaruh positif,
artinya bahwa setiap terjadi kenaikan angka pengangguran akan mengakibatkan
kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan. Untuk variabel Dana Desa
berpengaruh negatif, bila terjadi penambahan transfer Dana Desa sebesar 10
persen untuk setiap provinsi akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan
perdesaan setiap provinsi. Hasil empiris ini sejalan dengan penelitian sebelumnya
di Indonesia yang dilakukan oleh Widhiyanto (2008b), Suwanan dan Sulistiani
(2009b) bahwa dana transfer fiskal dapat mengurangi ketimpangan. Berbeda
halnya penelitian besaran alokasi transfer fiskal tujuan khusus (DAK) tidak

memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan pembangunan nasional
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(Wibowo, Dendi dan Zulhanif, 2011), termasuk perbaikan ketimpangan (Huang
dan Chen, 2012b). Dengan demikian meningkatnya transfer Dana Desa
memberikan peluang bagi pemerintah desa menambah belanja untuk kegiatan
ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan itu sendiri. Dengan belanja
yang tepat sasaran dipastikan pendapatan masyarakat desa meningkat, dan akan
mengurangi tingkat ketimpangan (Siddiqui dan Malik, 2011), (Crudu, 2015).

Agar pemanfaatan dana desa berjalan optimal tentu diperlukan
perencanaan yang baik, desa tidak boleh dipandang semata sebagai unit wilayah
administrasi terendah dalam hierarki pemerintahan, desa harus dipandang sebagai
bagian integrasi perencanaan Yyang saling memiliki keterkaitan terhadap
perencanaan disekitar atau diatasnya. Disinilah pentingnya sinergitas perencanaan
dan penganggaran agar tidak saling tumpang tindih antara level pemerintahan
dalam membiayai suatu kegiatan yang ada diperdesaan, sehingga pemanfaatan
anggaran secara efisien untuk mengurangi ketimpangan dapat terwujud dengan
cepat.

Selanjutnya studi ini disadari masih terdapat kekurangan, diantaranya tidak
dieksplorasi secara mendalam tentang potensi kebocoran Dana Desa yang dapat
menghambat pembangunan perdesaan. Apalagi saat ini sudah ada ratusan kepala
desa tersangkut masalah hukum karena adanya penyelewenangan Dan Desa, dan
triliunan rupiah Dana Desa tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunannya.
Selain itu variabel Dana Desa semestinya juga penting dilihat efeknya terhadap
kemiskinan diperdesaan, sebab bilamana dibandingkan kemiskinan perkotan dan

kemiskinan perdesaan lebih tinggi.

5.2. Luara yang Dicapai

Adapun luaran yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

Jenis Luaran Indikator Capaian
1 Publikasi ilmiah Nasional Submit
‘ Internasional Submit
‘ 2 | Buku Ajar (ISBN) Draft
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BAB 6
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Rencana kegiatan penelitian tahun ke-2 antara lain

1. Melakukan analisis ekonometrika dan statistika pengaruh transfer dana desa
terhadap kemiskinan

2. Melakukan kajian lebih mendalam masalah hambatan dan keberhasilan
pelaksanaan transfer dana desa

3. Mendesain model kebijakan pengalokasian dana desa untuk menurunkan angka
kemiskinan perdesaan di Indonesia

4. Melakukan desiminasi model kebijakan pemanfaatan dana desa
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BAB 7
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil estimasi model dan pembahasan, dapat ditarik
kesimpulan;

1. Model kebijakan fiskal yang telah dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini
transfer Dana Desa dapat menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan di
Indonesia dalam dua tahun terakhir. Kebijakan ini tentu sesuai diharapkan
sebab selama puluhan tahun wilayah perdesaan perhatian pemerintah minim
dalam hal pembiayaan sehingga ketimpangan antar kota-desa makin melebar
sehingga memicu urbanisasi. Pada akhirnya beban kota semakin berat, biaya
pembangunan konstruksi makin mahal dan menambah kemacetan.

2. Pertumbuhan populasi, Indeks Pembangunan Manusia dan pengangguran
diseluruh provinsi mendorong ketimpangan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa
pertumbuhan jumlah penduduk diseluruh provinsi meningkatkan usia
produktif yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja terutama
diwilayah perdesaan karena lemahnya pergeseran struktur ekonomi yang tetap
didominasi sektor pertanian, pada akhirnya menciptakan pengangguran dan

berdampak terhadap distribusi pendapatan.

7.2. Saran
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka disampaikan
beberapa saran, yaitu:

1. Transfer Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan
distribusi pendapatan maka pemerintah pusat perlu konsisten meningkatkan
Dana Desa sesuai dengan peta jalan yang telah disusun dan bagian dari
nawacita pemerintahan yakni membangun dari desa. Sejalan dengan itu
pemerintah provinsi dan kabupaten hendaknya terus meningkatkan Alokasi

Dana Desa (ADD) dan melakukan sinkronisasi perencanaan ditingkat desa,
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kabupaten dan provinsi sehingga kegiatan pembangunan diperdesaan
pembiayaannya tidak overlapping agar anggaran lebih efisien dimanfaatkan
untuk memperbaiki ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa.

Pemerintah perlu melakukan revisi peraturan tentang pengalokasian Dana
Desa, sebab alokasi dasar yang dibagi ratakan ke seluruh desa terlalu besar,
sementara alokasi proporsional yang didasarkan pada variabel demografi dan
geografi relatif kecil. Hal ini akan menimbulkan persoalan ketimpangan baru

antar desa dalam satu kabupaten atau antar desa intra provinsi.
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Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: INEQUALITY

Test cross-section random effects

Chi-Sq.
Test Summary Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random 0.000000 6 0.0000
Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.
GROWTH? -0.000031 0.001088 0.000008 0.6954
LOG(POP?) 0.364846 0.004404 0.665045 0.6585
POVERTY? -0.001778 0.003930 0.000061  0.4633

HDI? 0.028030 0.000907 0.001149 0.4235

UNEMP? 0.002595 -0.001875 0.000011 0.1855

LOG(DD?) -0.030651 -0.006826 0.001222  0.4956
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Multikolinearitas Growth

Dependent Variable: GROWTH?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 09/23/17 Time: 15:26

Sample: 2015 2016

Included observations: 2

Cross-sections included: 33
Total pool (balanced) observations: 66
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic  Prob.
C 21.08185 9.716137 2.169777 0.0340
LOG(POP?) 0.263251 0.423682 0.621341 0.5367
POVERTY? -0.014197 0.057747 -0.245847 0.8066
HDI? -0.218824 0.116788 -1.873685 0.0658
UNEMP? -0.358843 0.138236 -2.595876 0.0118
LOG(DD?) -0.129986  0.305893 -0.424940 0.6724
Fixed Effects
(Cross)
_ACEH--C -2.103963
_BABEL--C -1.256533
_BALI--C 0.378722
_BANTEN--C 1.276577
_BENGKULU--C -0.223693
_GORONTALO--C 0.241935
_JABAR--C 0.909862
_JAMBI--C -1.226910
_JATENG--C -0.199354
_JATIM--C -0.330886
_JOGJA--C 0.823548
_KALBAR--C  -1.089355
_KALSEL--C  -1.199076
_KALTARA--C  -1.328013
_KALTENG--C 1.046328
_KALTIM--C -3.671062
_KEPRI--C 1.637653
_LAMPUNG--C -0.659700
_MALUKU--C 1.263246
_MALUKUTARA--
C 0.153679
_NTB--C -0.450250
_NTT--C -1.644954
_PAPBAR--C -0.753127
_PAPUA--C 0.510284
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_RIAU--C -2.609139
_SULBAR--C  -0.316756
_SULSEL--C  1.780880

_SULTENG--C  5.904956
_SULTRA-C  1.419719

_SULUT--C 1.947296

_SUMBAR--C  0.414659
“SUMSEL--C  -0.818576
_SUMUT--C  0.172001

Effects Specification

S.D. Rho
Cross-section random 1.913737 0.8014
Idiosyncratic random 0.952583  0.1986
Weighted Statistics
R-squared 0.164687 Mean dependent var  1.756409
Adjusted R-squared  0.095078 S.D. dependent var 1.001823
S.E. of regression 0.953008 Sum squared resid 54.49348
F-statistic 2.365871 Durbin-Watson stat  2.094744
Prob(F-statistic) 0.050199
Unweighted Statistics

R-squared 0.258928 Mean dependent var  5.290303
Sum squared resid 257.0334 Durbin-Watson stat ~ 0.444105

52



Multiko Populasi

Dependent Variable: LOG(POP?)

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 09/23/17 Time: 15:28

Sample: 2015 2016

Included observations: 2

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 66

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic  Prob.
C 15.44523 0.392265 39.37452 0.0000
GROWTH? 0.000538 0.000814 0.660736 0.5113
POVERTY? 0.001781 0.001730 1.029496 0.3074
HDI? -0.013008 0.006885 -1.889352 0.0637
UNEMP? 0.000671 0.000946 0.708912 0.4811
LOG(DD?) 0.031033 0.004979 6.233366 0.0000
Fixed Effects
(Cross)
_ACEH--C 0.183458
_BABEL--C -1.000499
_BALI--C 0.136978
_BANTEN--C 1.135034
_BENGKULU--C -0.756332
_GORONTALO--C -1.288919
_JABAR--C 2.429323
_JAMBI--C -0.140495
_JATENG--C 2.087527
_JATIM--C 2.220441
_JOGJA--C 0.067793
_KALBAR--C 0.139785
_KALSEL--C 0.006843
_KALTARA--C  -1.772558
_KALTENG--C  -0.453869
_KALTIM--C -0.054275
_KEPRI--C -0.578034
_LAMPUNG--C  0.668175
_MALUKU--C  -0.900841
_MALUKUTARA--
C -1.244441
_NTB--C 0.153010
_NTT--C 0.129650
_PAPBAR--C -1.655084
_PAPUA--C -0.464280
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_RIAU--C 0.501095
_SULBAR--C -1.175601
_SULSEL--C 0.749392

_SULTENG--C  -0.362992
_SULTRA--C -0.474119
_SULUT--C -0.480520
_SUMBAR--C 0.303969
_SUMSEL--C 0.666241
_SUMUT--C 1.224142

Effects Specification

S.D. Rho
Cross-section random 0.563741  0.9999
Idiosyncratic random 0.004140 0.0001
Weighted Statistics
R-squared 0.673469 Mean dependent var  0.079008
Adjusted R-squared  0.646259 S.D. dependentvar  0.010470
S.E. of regression 0.006227 Sum squared resid 0.002327
F-statistic 24.75000 Durbin-Watson stat  0.812540
Prob(F-statistic) 0.000000
Unweighted Statistics

R-squared 0.007710 Mean dependent var  15.21524
Sum squared resid 68.22900 Durbin-Watson stat ~ 2.77E-05
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Multiko Poverty

Dependent Variable: POVERTY?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 09/23/17 Time: 15:29

Sample: 2015 2016

Included observations: 2

Cross-sections included: 33
Total pool (balanced) observations: 66
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic  Prob.
C 88.51828 21.31094 4.153654 0.0001
GROWTH? -0.160125 0.079538 -2.013187 0.0486
LOG(POP?) -0.902367 1.126445 -0.801076 0.4262
HDI? -1.049183 0.268115 -3.913182 0.0002
UNEMP? -0.012411 0.095083 -0.130533 0.8966
LOG(DD?) 0.608570 0.245008 2.483876 0.0158
Fixed Effects
(Cross)
_ACEH--C 4.865814
_BABEL--C -6.527402
_BALI--C -2.692613
_BANTEN--C -3.741970
_BENGKULU--C  2.584075
_GORONTALO--C 6.864893
_JABAR--C 0.121981
_JAMBI--C -6.237636
_JATENG--C 2.731417
_JATIM--C 3.430387
_JOGJA--C 12.10308
_KALBAR--C  -7.823838
_KALSEL--C -9.180233
_KALTARA--C  -5.067209
_KALTENG--C  -8.234212
_KALTIM--C 1.201284
_KEPRI--C 1.839590
_LAMPUNG--C -0.145319
_MALUKU--C  10.62643
_MALUKUTARA--
C -9.948977
_NTB--C -2.043483
_NTT--C 5.090199
_PAPBAR--C 14.85163
_PAPUA--C 10.94661
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_RIAU--C -2.698975
_SULBAR--C -7.694927
_SULSEL--C 0.169403

_SULTENG--C 0.250108
_SULTRA--C 1.672618
_SULUT--C -0.820531
_SUMBAR--C  -4.041010
_SUMSEL--C -0.743142
_SUMUT--C -1.708046

Effects Specification

S.D. Rho
Cross-section random 6.449550  0.9955
Idiosyncratic random 0.431363  0.0045
Weighted Statistics
R-squared 0.244629 Mean dependent var  0.675544
Adjusted R-squared  0.181681 S.D. dependentvar  0.495671
S.E. of regression 0.448389 Sum squared resid 12.06315
F-statistic 3.886224 Durbin-Watson stat  2.061380
Prob(F-statistic) 0.004067
Unweighted Statistics

R-squared 0.391549 Mean dependent var  14.30015
Sum squared resid 2541.785 Durbin-Watson stat ~ 0.009783
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Multiko HDI

Dependent Variable: HDI?

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 09/23/17 Time: 15:30

Sample: 2015 2016

Included observations: 2

Cross-sections included: 33
Total pool (balanced) observations: 66
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic  Prob.
C 53.67403 6.762208 7.937353  0.0000
GROWTH? -0.038461 0.018906 -2.034275 0.0464
LOG(POP?) 0.221814 0.451418 0.491373 0.6250
POVERTY? -0.089763 0.033742 -2.660262 0.0100
UNEMP? -0.036364 0.021956 -1.656172 0.1029
LOG(DD?) 0.649879 0.041782 15.55396 0.0000
Fixed Effects
(Cross)
_ACEH--C 0.638658
_BABEL--C 1.274227
_BALI--C 4594475
_BANTEN--C 1.458967
_BENGKULU--C  0.890374
_GORONTALO--C -0.752849
_JABAR--C -0.275913
_JAMBI--C 0.133710
_JATENG--C -0.319569
_JATIM--C -0.661334
_JOGJA--C 10.30084
_KALBAR--C  -3.473847
_KALSEL--C -0.798395
_KALTARA--C 1.157993
_KALTENG--C  -0.294313
_KALTIM--C 5.701110
_KEPRI--C 6.263319
_LAMPUNG--C -1.652547
_MALUKU--C 0.374172
_MALUKUTARA--
C -2.346329
_NTB--C -2.796000
_NTT--C -5.178191
_PAPBAR--C -4.142273
_PAPUA--C -9.525038
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_RIAU--C 1.815977
_SULBAR--C -4.572126
_SULSEL--C 0.425598

_SULTENG--C  -1.143659
_SULTRA--C 0.640600
_SULUT--C 2.183207
_SUMBAR--C 1.502883
_SUMSEL--C -1.286163
_SUMUT--C -0.137567

Effects Specification

S.D. Rho
Cross-section random 2.611414  0.9986
Idiosyncratic random 0.099489  0.0014
Weighted Statistics
R-squared 0.848570 Mean dependent var  1.846067
Adjusted R-squared  0.835950 S.D. dependentvar  0.319359
S.E. of regression 0.129350 Sum squared resid 1.003887
F-statistic 67.24437 Durbin-Watson stat  1.607785
Prob(F-statistic) 0.000000
Unweighted Statistics

R-squared 0.120786 Mean dependent var  68.55212
Sum squared resid ~ 811.4439 Durbin-Watson stat  0.001989
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Multiko Unemployment

Dependent Variable: UNEMP?

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 09/23/17 Time: 15:30

Sample: 2015 2016

Included observations: 2

Cross-sections included: 33
Total pool (balanced) observations: 66
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic  Prob.
C 13.49162 8.527886 1.582059 0.1189
GROWTH? -0.281244 0.105463 -2.666761 0.0098
LOG(POP?) 0.991296 0.344447 2.877934 0.0055
POVERTY? 0.056669 0.049271 1.150156 0.2546
HDI? -0.038098 0.103422 -0.368378 0.7139
LOG(DD?) -0.977474 0.233782 -4.181139  0.0001
Fixed Effects
(Cross)
_ACEH--C 2.727637
_BABEL--C -1.213412
_BALI--C -3.081072
_BANTEN--C 2.660865
_BENGKULU--C -0.823545
_GORONTALO--C -1.515112
_JABAR--C 2.142784
_JAMBI--C -0.990691
_JATENG--C -0.986345
_JATIM--C -1.562435
_JOGJA--C -2.643931
_KALBAR--C  -0.544521
_KALSEL--C 0.065019
_KALTARA--C  0.333323
_KALTENG--C  0.450302
_KALTIM--C 0.526043
_KEPRI--C 0.924318
_LAMPUNG--C  -0.849844
_MALUKU--C  2.630917
_MALUKUTARA--
C 0.799139
_NTB--C -1.061245
_NTT--C -2.144760
_PAPBAR--C 1.822136
_PAPUA--C -1.068681
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_RIAU--C 0.878806
_SULBAR--C -1.454384
_SULSEL--C 0.214128

_SULTENG--C 0.627695
_SULTRA--C -0.235322
_SULUT--C 2.739843
_SUMBAR--C 0.246918
_SUMSEL--C -0.483707
_SUMUT--C 0.869134

Effects Specification

S.D. Rho
Cross-section random 1.648798 0.8012
Idiosyncratic random 0.821321  0.1988
Weighted Statistics
R-squared 0.310149 Mean dependent var  1.810232

Adjusted R-squared  0.252662 S.D. dependentvar  0.976111
S.E. of regression 0.843836 Sum squared resid 42.72350
F-statistic 5.395071 Durbin-Watson stat  1.941004
Prob(F-statistic) 0.000367

Unweighted Statistics

R-squared 0.182009 Mean dependent var  5.448788
Sum squared resid 2149160 Durbin-Watson stat ~ 0.385855




Multiko DD

Dependent Variable: LOG(DD?)
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 09/23/17 Time: 15:32

Sample: 2015 2016

Included observations: 2

Cross-sections included: 33
Total pool (balanced) observations: 66
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic  Prob.
C -6.677161 2.024272 -3.298549 0.0016
GROWTH? 0.015324 0.016437 0.932278 0.3549
LOG(POP?) 0.726541 0.080758 8.996514 0.0000
POVERTY? 0.098463 0.011779 8.359426  0.0000
HDI? 0.231978 0.024177 9.595078 0.0000
UNEMP? -0.270787 0.016018 -16.90533  0.0000
Fixed Effects
(Cross)
_ACEH--C 1.381509
_BABEL--C -0.490858
_BALI--C -2.092877
_BANTEN--C 0.236184
_BENGKULU--C -0.347889
_GORONTALO--C -0.834859
_JABAR--C 0.391549
_JAMBI--C 0.158292
_JATENG--C -0.403381
_JATIM--C -0.639858
_JOGJA--C -3.969065
_KALBAR--C 1.008309
_KALSEL--C 0.931883
_KALTARA--C  0.463491
_KALTENG--C 0.783623
_KALTIM--C -0.689317
_KEPRI--C -1.573558
_LAMPUNG--C  0.002355
_MALUKU--C 0.241322
_MALUKUTARA--
C 1.542043
_NTB--C -0.035570
_NTT--C 0.144081
_PAPBAR--C 1.023960
_PAPUA--C 1.117010
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_RIAU--C 0.264843
_SULBAR--C 0.651417
_SULSEL--C -0.265652

_SULTENG--C 0.033232
_SULTRA--C -0.147392
_SULUT--C 0.635481
_SUMBAR--C  -0.299415
_SUMSEL--C 0.202123
_SUMUT--C 0.576985

Effects Specification

S.D. Rho
Cross-section random 0.455644  0.9579
Idiosyncratic random 0.095505 0.0421
Weighted Statistics
R-squared 0.491672 Mean dependent var  2.975266
Adjusted R-squared  0.449311 S.D. dependentvar  0.430160
S.E. of regression 0.319215 Sum squared resid 6.113885
F-statistic 11.60678 Durbin-Watson stat ~ 2.862159
Prob(F-statistic) 0.000000
Unweighted Statistics

R-squared -0.306637 Mean dependent var  20.29357
Sum squared resid 79.25024 Durbin-Watson stat ~ 0.220806
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Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson

Dependent Variable: INEQ?

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 09/23/17 Time: 15:37

Sample: 2015 2016

Included observations: 2

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 66

Weighted Statistics

R-squared 0.358473 Mean dependent var  0.136751
Adjusted R-squared  0.293233 S.D. dependentvar  0.020839
S.E. of regression 0.017519 Sum squared resid 0.018109
F-statistic 5.494682 Durbin-Watson stat ~ 1.995344
Prob(F-statistic) 0.000143
Unweighted Statistics

R-squared 0.488817 Mean dependent var 0.313121
Sum squared resid 0.055454 Durbin-Watson stat  0.651602

Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Metode Glejser

Dependent Variable: RESID?

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 09/23/17 Time: 15:44

Sample: 2015 2016

Included observations: 2

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 66

Linear estimation after one-step weighting matrix

Weighted Statistics

R-squared -0.000000 Mean dependent var  5.53E-17
Adjusted R-squared -0.101695 S.D. dependentvar  0.016691
S.E. of regression 0.017519 Sum squared resid 0.018109
F-statistic -1.88E-15 Durbin-Watson stat ~ 1.995344
Prob(F-statistic) 1.000000
Unweighted Statistics

R-squared -0.000000 Mean dependent var  1.27E-16
Sum squared resid 0.055454 Durbin-Watson stat  0.651602
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